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Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Mataram 

ABSTRAK 

 Salah satu upaya pemulihan usaha bagi usaha ultra mikro terhadap dampak wabah 

Covid 19 yaitu dengan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan oleh 

Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemberdayaan yang diberikan berupa 

pentukan program yang melibatkan para usaha Mikro Kecil dalam penyediaan jaring 

Pengaman Sosial (JPS) dan pemberian Stimulus ekonomi dalam bentuk  fasilitasi pemberian 

modal. Bantuan ini digunakan untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak 

Pandemi Covid-19 dengan memberi kesempatan dalam memproduksi hasil usahanya sebagai 

bentuk partisipan dalam penjegahan Covid-19 yang dapat memberi keuntungan kepada 

Usaha Mikro Kecil yang terdampak. Serta dapat memberikan kesempatan untuk merintis 

usaha Kembali dimasa krisis ekonomi. Dalam pelaksanaanya terdapat permasalahan yang 

terjadi yaitu kurangnya modal untuk memberdayakan semua Usaha Mikro Kecil yang 

terdampak Pandemi Covid-19 sehingga tidak semua Usaha Mikro Kecil  di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat  dapat diberdayakan. 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Strategi 

pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dimasa Pandemi Covid-19 tahun 

2020 pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan tekhnik Purposive Sampling. Adapun informan penelitan ini 

terdeiri dari kepala Bidang UKM, Kepala Seksi Pengembangan UKM, Kepala Bidang 

Program Dinas Koprasi UKM Provinsi NTB dan Pelaku UKM yang di Berdayakan. Tekhnik 

pengumpulan data yang digunakan wawancara, Observasi dan Documentasi. Analisis data 

dilakukan dengan mengumpulkan data, reduksi data , penyajian data, dan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk keefektivitasan Strategi Pemberdayaan 

Usaha Mikro Kecil Menengah dimasa Pandemic Covid-19 tahun 2020 pada Dinas Koperasi 

UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat belum dapat dikatakan baik dari ketiga indikator yang 

dijelaskan hanya dua indikator yang bisa dikatakan baik, yaitu pada indikator ketepatan 

sasaran dan sosialisasi program. 

 

Kata Kunci : Efektivitas, Strategi , Pemberdayaan 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pandemi Covid-19 merupakan Pristiwa peneyebaran penyakit berbentuk virus 

diseluruh dunia. Yang disebabkan oleh Korona Virus jenis baru yang diberi nama 

SARS-CoV-2.Wabah ini pertama kali di deteteksi dikota Wuhan tiongkok pada tahun 

2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan dunia 

(WHO),Virus ini terus menyebar di seluruh dunia dengan hamper 35 juta kasus 

terkonfirmasi 188 Negara dan lebih dari 1 juta kasus kematian 

(Ratclife,Rebecca,2010) 

 Oleh karena itu, kasus pertama Positif Covid-19 di Indonesia ditemukan pada 

tahun 2020, ketika seorang warga negara Jepang menginfeksi seorang warga negara 

Indonesia. Hingga 9 April, pandemi Covid-19 telah menyebar ke 35 provinsi, di 

antaranya Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah merupakan provinsi yang 

terjangkit virus corona di Indonesia. (Tom Allard; Domba, Kate 2020) 

Pemerintah sendiri telah Menyusun dampak dari Covid-19 terhadap Ekonomi 

serta penurunan penghasilan masyraakat pada“setiap Provinsi berdasarkan” 

scenario“ringan,sedang, hingga buruk,”scenario mengacu pada dayatahan “ekonomi 

setiap provinsi maupun penurunan pendapatan” pada “pelaku ekonomi, dalam 

skenario sedang”pengaruh ekonomi berdampak 25% pendapatan buruh menurun di 

Nusa Tenggara Barat (Selanjutnya NTB) an mampu bertahan pada akhir 2020. 
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Pandemi Covid-19 semakin mengancam perekonomian Indonesia (termasuk 

Provinsi NTB), dan dampaknya terlihat jelas dari wabah yang meletus pada awal 

Februari 2020. Toko, ritel, jasa perjalanan, usaha mikro, kecil dan menengah 

(selanjutnya disebut UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) NTB tutup. Hal 

ini mengakibatkan sejumlah besar relawan dan karyawan dipulangkan. Oleh karena 

itu, Pemprov telah bekerja keras memobilisasi usaha kecil dan menengah untuk 

memperlambat perlambatan ekonomi. Sementara itu, menurut data penulis Dinas 

Perindustrian NTB, sebanyak 5.000 UMKM dan IKM terdampak akibat wabah 

Covid-19 di NTB. Data tersebut masih menjalani verifikasi bersama dengan Dinas 

Sosial NTB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat NTB, Dinas Kependudukan dan 

Pendaftaran Warga, dan pemerintah desa. 

Pandemi Covi-19 berdampak signifikan pada sektor UMKM / IKM, mulai 

dari penurunan omzet, arus kas yang terputus, dan kredit macet, hingga peningkatan 

PHK pekerja. Dibandingkan dengan biasanya, beberapa pedagang yang merasakan 

dampak korona adalah pedagang di pinggir jalan. Salah satunya pelapak di Kota 

Mataram, Provinsi NTB yang penghasilannya jauh dibandingkan gempa Lombok 

sebelum 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan dampak Covid-

19 cukup dalam hingga mencapai negatif 5,32. % jauh dari krisis terakhir tahun 1998 

dan 2008. Data terakhir menunjukkan bahwa 98% usaha di sektor mikro atau sekitar 

68 juta orang terkena dampaknya. Dampak pandemi Covid-19 adalah akibat 

perlambatan ekonomi. dan Pembatasan sosial telah menyebabkan penurunan 

permintaan publik. 

 UMKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian dan 

pembangunan nasional. Mengingat sektor UMKM merupakan motor penggerak 
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perekonomian dan pembangunan nasional, maka diperlukan suatu strategi 

peningkatan kapasitas sektor UMKM. Hal ini bertujuan untuk mendukung upaya 

penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan serta peningkatan kesempatan kerja. 

Di bawah pengaruh globalisasi yang melanda dunia menuntut kondisi 

perekonomian suatu negara harus efektif, efisien dan berdaya saing.Hal ini menjadi 

tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia 

(jumlah penduduk 237.642.326). . Dengan angka tersebut, diharapkan dapat 

keseimbangan antara berbagai sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara. 

 Selama pandemi Covid-19, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah telah merumuskan berbagai strategi untuk mendorong UMKM dan 

koperasi menjaga kapasitasnya. Bertahan dan bangkit dalam pandemi Covid-19. Di 

mana Kementerian pertama kali menerapkan berbagai kebijakan, Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan reorganisasi untuk memberikan 

kredit kepada peserta UMKM, sehingga membantu koperasi dan UMKM untuk 

bertahan dan bangkit dalam pandemi Covid-19, dengan tujuan untuk memberikan 

kredibilitas kepada mereka. Ditunda hingga 6 bulan ke depan, kedua, akan dibuka 

sistem permodalan ringan baru bagi peserta UMKM dan koperasi. 

UMKM tentu saja, tanpa terkecuali, mengalami dampak dari kemunculan 

Pandemi. Beberapa laporan awal mengindikasikan bahwa UMKM menjadi kelompok 

usaha yang terdampak sebab mereka memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap 

barang input Eksternal. Banyak UMKM telah mengalami penurunan permintaan 

dalam jumlah besar dan mendadak sehingga mengurangi omzet penjualan. Pada 

waktu bersamaan, kelompok UMKM dapat mengalami kehilangan pasokan tenaga 
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kerja yang disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan dalam”Pembatasan Sosial 

Berskala Besar(PSBB).” 

Berbagai masalah yang dihadapi UMKM di Indonesia sebagai akibat dari 

pandemi Covid-19 memerlukan perhatian khusus. Sekitar 98,68% dari 64 juta 

UMKM di Indonesia merupakan jenis “Usaha Mikro”yang dikerjakan secara mandiri 

dan rentan terhadap gangguan Internal dan Esternal. Meskipun UMKM memiliki 

peran penting, akan tetapi belum diketahui sejauh mana Covid-19 berdampak kepada 

kelompok usaha ini. 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Baratsendiri menyiapkan”berbagai program 

pemenuhan danpemulihan kebutuhan sosial ekonomi”telah diluncurkan 

oleh”Gubernur”Nusa”Tenggara”Barat”yang”sejalan”dengan”nafas  industrialisasi”se

bagai program unggulan Nusa Tenggara Barat Gemilang, Dimana salah satunya 

melalui program Jaring Pengaman Sosial(JPS) Gemilang yang bertujuan untuk bisa 

memenuhi kebutuan masyarakat miskin se-NTB selama 3 bulan kedepan.”JPS 

Gemilang ini menyiapkan 105.000 “paket yang berisi; Senbako, Produk 

Perikanan,Obat,”Vitamin dan alatpelindung diri (Masker) Yang semuanya diambil 

dari prooduk Lokal hasil dari UMKM.”Dengan adanya langah ini dapat 

memberdayakan UMKM yang terdampak”Pandemi Virus Covid-19.” 

Pemerintah Daerah diNTB terus”memberdayakan dan memperkuat peran 

UKM”serta pengusaha lokal. Baik untuk meproduksi Masker, APD hingga kebutuhan 

pangan lainnya,“Hal tersebut untuk terus memberdayakan”UKMKM/IKM”di NTB 

sehingga Roda perekonomian dapat teru berputar, selain itu pemerintah NTB”juga 

memperlakukan”Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di masing-masing 

Desa disetiap kabupaten dimulai dari Desa Kuripan Utara Kabupaten Lombok Barat, 



 

5 

 

pemerintah Provinsi NTB meresmikan”Tradedan Distribution Centre”(selanjutnya 

TDC) yang menjadi milik BUMDES, dengan adanya TDC  bertujuan untuk 

mrnyalurkan hasil produk-produk UMKM masyarakat NTB yang dbutuhkan waga 

dan Warung-warung kecil sekaian”menjadi Autlet dan penyalur Produk UMKM di 

NTB. 

Selain itu, belum ada Strategi yang jelas untuk meringankan dampak serta 

mempercepat pemulihan Pasca Pandemi. Dengan demikian UMKM membutuhkan 

bantuan dan perlindungan bagi bisnis dan pekerja mereka agar dapat bertahan dari 

tantangan ini. Dengan  pemerintah melalui Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB  serta 

berkontibusidalam pemulihan ekonomi”dimasa pandemi Covid-19” tahun 2020 di 

Nusa Tenggara Barat khususnya pada pemberdayaan  UMKM. 

Upaya tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat NTB. Selama pandemi Covid-19, 

strategi ini digunakan untuk menciptakan dan mengembangkan sumber daya guna 

mencapai kemakmuran. Oleh karena itu, penerapan strategi ini diharapkan dapat 

menentukan efektif atau tidaknya hasil yang ingin dicapai. Adapun yang dimkasud 

disini ialah Strategi Pemberdayaan yang memfokuskan pada Perencanaan Strategi 

UMKM yang leih berorientase pada pemberdayaan secara Makro. Melihat Kondisi 

keterpurukan ekonomi dimasa Pandemi Covid-19 tentunya peran Stakeholder dalam 

mengimplementasikan Strategi Pemberdayaaan tersebut sangat diharapakan. Dengan 

demikian “Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB” mengeluarkan beberapa 

kebijakannya dalam memberdayakan UMKM pada masa Pandemi Covid-19 tahun 

2020 diantaranya menerapkan kebijakan seperti ; 

1. Membentuk Program Pengadaan Barang dan Jasa untuk Jaring Pengaman 

Sosial (JPS) Gemilang. 
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2. Membentuk Stimulus ekonomi dalam bentuk Fasilitasi pemberian Modal 

bagi Koperasi dan UKM. 

 Berdasarkan hal tersebut mengenai yang akan dikaji oleh penulis 

Tentang”efektivitas strategi pemberdayaan UMKM”dimasa pandemi Covid-19 tahun 

2020 pada DISKOP UKM  Provinsi NTB. Data berikut menggambarkan jumlah 

penyebaran UMKM Per Kabupaten/Kota Se-NTB selama masa Pandemi covid-19 

Tabel 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : http://diskop.ntbprov.go.id (2020) 

Berdasarkan data diatas tercatat, jumlah usaha mikro ialah 38,999 unit, sedangkan 

usaha kecil sejumlah 8,296 unit, selain itu usaha menengah berjumlah 796 unit, 

sehingga total keseluruhan sebanyak 48,091 unit UMKM di Provinsi NTB. 

Sedangkan diketahui pada tahun 2018 Jumlah UMKM yang ada di Provinsi NTB 

sebanyak 648.987 unit. Dari data ini menunjukan bahwa adanya penurunan jumlah 
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UMKM di Provinsi NTB Menurun. Hal ini di sebabkan oleh Covid-19 yang melanda 

Negeri, terhusus di NTB.   

TABEL 1.2 

“”USAHA MIKRO KECIL”DAN MENENGAH (UMKM)”YANG 

TERDAMPAK COVID-19 PROVINSI NUSA TENGGRA BARAT  

TAHUN 2020  

No Kab/Kota Klasifikasi Usaha Jumlah 

   Mikro Kecil Menengah 

1 Kota Mataram 15.746.746 66.1944 5333 22.4732.473 

2 Lombok Barat 3.612 366 0 3.978 

3 Lombok Utara 145 71 95 311 

4 Lombok Tengah  309 11 3 323 

5 Lombok Timur  4.261 34 2 4.297 

6 Sumbawa Barat 5.716 303 23 6.042 

7 Sumbawa 959 46 4 1.009 

8 Dompu  1.323 112 1 1.436 

9 Kab Bima 307 7  3 317 

10 Kota Bima  6.621 1.152 132 7.905 

Jumlah 38.999 8.296 796 48.091 
Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB 

Dari data tersebut menunjukkan pesebaran dampak Pandemi Covid-19 terhadap 

sector UMKM yang ada di”seluruh kabupaten /kota Provinsi NTB” dimana 

klasifikasi Usaha dapat dilihat mulai dari dampak pada Sektor Mikro berjumlah 

38.999 usaha, usaha Kecil berjumlah 8.296 usaha dan Sektor Menengah berjumlah  

796 usaha yang”terkena”dampak”dengan adanya Pandemi  Covid-19”ini” sehingga 

total dari keseluruhan UMKM yang terdampak berjumlah 48.091 unit usaha. 

Adapun mengenai pemberdayann yang di lakukan Dinas Koperasi UKM Provinsi 

NTB  pada masa Pandemi Covid-19 berdasarkan data terbaru 2020, Dinas Koperasi 

dan UKM Provinsi NTB melakukan pemberdayaan dibeberapa UMKM. Tercatat 

beberapa jumlah yang di berdayakan dalam Programnnya di NTB oleh DISKOP 
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UKM NTB adapun program kegiatan yang dilakukan pada UKM yang terkait yaitu 

Program Kegiatan Pemberian Stimulus modal Usaha dan  program dilibatkan dalam 

pengadaan Jaringan Pengaman Sosial NTB. 

1.2 “Rumusan”Masalah:” 

“Berdasarkan Latar Belakang”yang telah diuraikan”oleh penulis maka Rumusan 

Permaslahannnya ialah “Bagaimanakah” Efektivitas Strategi Pemberdayaan Usaha 

UMKM dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas”Koperasi dan UKM 

Provinsi”Nusa Tenggara Barat”? 

1.3  Tujuan”Penelitian” 

Tujuan dari penulisan ini ialah merumuskan keinginan yang akan dicapai oleh 

Individu, Kelompok, dipahami, diikuti dan dimengerti, oleh pembaca. Tuuan 

penelitian mengarahkan peneliti dalam melaksanakaan penelitiannnya dan mengarah 

pada objek yang kan di teliti. Sehinga tujuan yang akan dicapai oleh peneliti adalah 

menganalisis Efektifitas Strategi Pemberdayaan UMKM dimasa Pandemi Covid-19 

Tahun 2020 pada”Dinas koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.” 

1.4 Manfaat Penelitian 

“Adapun Mamnfaat dari penelitian ini adalah”:: 

a) Manfaat”Akademis” 

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru 

bagi dunia pendidikan dan menciptakan hasil penelitian tentang usaha mikro, kecil, 

dan menengah (UMKM). 

b) Manfaat”Praktis 
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1. “Dapat”memberikan masukan dan”bantuan pemikiran kepda pihak-pihak yag terkait 

dengan Stratergi Pemberdayaan sector”Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah”UMKM”di Provinsi NTB.” 

2. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemberdayaan 

sector”UMKM"Provinsi NTB. 

3. Dapat menajdi Inspirasi kepada calon peneliti uang tertarik untuk melakukan 

epenelitian dibidang “UMKM,” Serta dapat dikembangkan dibidang lainnya. 

4. Bagi penelitian, ”diharapkan dapat”menambah pengetahuan”dan memperluas 

wawasan”berkaitan dengan proses” pemberdayaan UMKM”di Provinsi NTB 

b) Bagi Fakultas 

Hasil penelitian diharapkan sebagai fefrensi pada peneliti-peneliti yang akan di 

lakukan dimasa yang akan datang. 

c). Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan berkaitan dengan proses” 

pemberdayaan :UMKM” di Provinsi NTB. 

 

 

  



 

10 

 

“BAB”II” 

:TINJAUAN”PUSTAKA” 

2.1. Penelitian”Terdahulu” 

Penelitian dahulu salah satu menjadi acuan penulis dalam melakuka penelitian 

serta menemukan variable-variabel baru mengenai topik Efektifitas Pemberdayaan 

UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM. Selain itu penelitian terdahulu juga menjadi 

acuan sebagai perbandingan teori sehingga dapat dengan mudah untuk dapat 

menegaskan posisi penelitian. 

Dalam meningkatkan perekonomian suatu negara salah satunya yakni dengan 

mengembangkan sektor UKM yang ada di Indonesia. Sebagaimana instansi yang 

berperan penting Dinas Koperasi dan UKM mampu mendukung keberhasilan 

mengimplementasikan strategi dalam Pemberdayakan  UKM, dalam berbagai startegi 

manajemen dan Perencanaan dalam usaha serta pelatihan memperkenalkan teknologi 

yang semakin canggih saat ini dan pelatihan-pelatihan lainya juga sosialisasi. 

Beberapa penelitian diantaranya dapat dieksplorasi sebagai berikut : 

 Pertama, Ismail Sumampow, J .E. Kaawoan, Fernando S. Solang (2019) 

melakukan penelitian tentang Strategi Dinas”Koperasi Dan Usaha”Kecil Menengah 

Dalam”Pemberdayaan”Usaha Kecil Menengah Masyarakat”Di Kabupaten 

Minahasa”Selatan menunjukkan bahwa Program pemerintah daerah Kabupaten 

Minahasa Selatan dalam rangka pengembangan UKM berjalan dengan baik dimana 

terlihat adanya beberapa program seperti Gebyar UKM Indonesia tahun 2018 di 

Minahasa Selatan, program peminjaman modal usaha dan program pelatihan dan 

pembimbingan usaha yang bekerjasama dengan kementerian Koperasi dan UKM. 
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Kedua, Suardi (2019) melakukan kajian tentang Strategi pengembangan dan 

pemberdayaan UKM Tanjungbalai telah mengidentifikasi permasalahan yang 

dihadapi UMKM di Yogyakarta, antara lain: (1) pemasaran; (2) permodalan dan 

permodalan; (3) inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. (4) Penggunaan bahan 

baku; (5) Peralatan produksi; (6) Penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan; (7) 

Rencana pengembangan bisnis; (8) Mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan 

lingkungan eksternal. Oleh karena itu, strategi utamanya adalah strategi pertumbuhan 

(growth), dimana UMKM di Kota Tanjung Barai memanfaatkan secara maksimal 

semua keunggulan UMKM yaitu menjaga kualitas bahan baku, legalitas termasuk 

dalam kualifikasi / ijin produk, dan memelihara Persaingan Harga tenaga listrik dan 

peningkatan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah di Kota Tanjung Bal 

Lai dapat mengatasi permasalahan yang muncul dalam pengembangan usaha kecil 

dan menengah di Kota Tanjung J Lai dengan menggunakan strategi yang bertumpu 

pada pengambilan Memanfaatkan peluang yang ada Sementara mengadopsi strategi 

ini dengan memanfaatkan kelemahan yang ada, strategi WT berfokus pada kondisi 

ekonomi secara umum sebagai dasar untuk rencana masa depan pengembangan bisnis 

UMKM. 

 

Ketiga, (Muhammad”farid’Said, 2015)”melakukan kajian Di kantor 

KOPERINDAG Kabupaten Malos tentang isu penguatan strategi usaha kecil dan 

menengah (studi kasus di bidang perdagangan). Pada saat yang sama, tahapan 

partisipasi menunjukkan derajat partisipasi masyarakat dalam rencana atau kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Koperindag Kab. Marros sangat tinggi. Peserta UMKM 

menunjukkan minat dan partisipasi yang besar dalam setiap acara pelatihan / 
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sosialisasi yang diadakan, yang menandai poin ini. Pada saat yang sama, fase 

pembebasan menunjukkan bahwa pada fase ini perkembangan UMKM di Kabupaten 

Maros semakin berkembang, dengan aset, jumlah dan hasil usaha yang banyak. 

TABEL 2.1 

“PERBEDAAN”DAN”PERSAMAAN” 

“PENELITIAN”TERDAHULU DENGAN PENELITIAN SEKARANG” 

No Judul Penelitian 

Terdahulu 

Perbedaan Persamaan 

1 Strategi 

“Dinas”koperasi 

dan UKM” dalam 

pemberdayaan 

UKM”Masyarakat 

kabupaten” 

minahasa”Selatan” 

(Ismail 

“Sumampow”, J 

.E.”Kaawoan, 

Fernando S. 

Solang,) 2019 

Membahas tentang 

Perkembangan UKM, Lokasi 

penelitian di kabupaten 

Minahasa Selatan sedangkan 

penelitian sekarang membahas 

tentang Efektifitas Srategi 

pemberdayaan  

UKM dan Lokasi penelitian di 

Provinsi NTB. 

Membahas 

tentang 

strategi dalam 

pemberdayaan 

UKM Sama-

sama meneliti 

tentang 

Strategi pada 

Dinas 

Koperasi dan 

UKM, 

Menggunakan 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif. 

2 Strategi pengembangan 

serta pemberdayaan 

UMKM dikita Tanjung 

Balai (Suardi, 2019) 

Variabel yang digunakan ada 2 

yaitu Pengembangan dan 

Pemberdayaan serta objek 

yang berbeda, menggunakan 

metode studi kepustakaan, 

kuesioner yang disebar 

sebanyak 100 responden dan 

lokasi penelitian . 

Penentuan 

sampel 

menggunakan 

metode 

purposive 

sampling 

3 Strategi”Pembersayaan 

UMKM”pada”Dinas 

KOPERINDAG 

KAbupaten”Maros 

(Studi“Kasus”Pada 

Sektor”Perdagagangan)” 

(Muhammad”Farid 

Said,2015) 

menggunakan Analisis SWOT 

dan “Tekhnik pengumpulan 

datanya menggunakan 

wawancara dan observasi” 

sedangkan penelitian 

sekarang”menggunakan”tekhnik 

pencatatan 

dokumentasi,wawancara dan 

Observasi   

Membahas 

tentang 

strategi dalam 

pemberdayaan 

UKM Sama-

sama meneliti 

tentang 

Strategi pada 

Dinas 

Koperasi dan 

UKM 
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2.2. Tinjauan”Teori 

2.2.1. Definisi”UMKM” 

Definisi”Usaha Kecil” Menengah (UKM)” di Indonesia sendiri  memiliki 

beberapa versi. menurut Undang-Undang”Nomer 20 Tahun 2008,” Klasifikasi  UKM 

Didasarkan atas kekayaan dan hasil penjualan selama satu tahun. “Kriteria Usaha 

kecil sebagai berikut :” 

a. Sebuah usaha kecil memiliki kekayaan bersih melebihi Rp. 50.000.000,00 (50 

juta rupiah), perusahaan dengan nilai tertinggi Rp. 500.000.000,00 (lima 

miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan komersial; 

b. Penjualan tahunan melebihi 300 juta rupiah (300 juta rupiah), hingga 2,5 

miliar rupiah (2 miliar dan 5 juta rupiah). 

c. Aktiva bersih perusahaan menengah melebihi 500.000.000,00 rupee India 

(500 juta rupiah), dan maksimum 10.000.000.000,00 rupee India (crores), 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

d. Penjualan tahunan melebihi 2.5 milyar rupiah (2.5 milyar rupiah), dan 

tertinggi bisa mencapai 50 milyar rupiah (50 milyar rupiah). 

 Definisi UKM yang lain dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kedua Lembaga ini 

menggunakan tenaga kerja sebagai dasar klasifikasi. Usaha Kecil adalah Usaha yang 

memiliki tenaga kerja 5 hingga 19 Orang. Sedangkan uaha menengah adalah usaha 

yang memperkerjakan 20 sampai 99 orang. Hal tersebur terjadi mengingat klasifikasi 

UKM yang didasarkan pada jumlah tenaga kerja lebih mudah dihitung daripada 
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kekayaan maupun hasil penjualan, maka klasifikasi ini lebih banyakdigunakan. ( 

Suharko dan Agustinus Subarsono,2015 : 4). 

Menurut Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998, usaha mikro, kecil dan 

menengah didefinisikan sebagai: kegiatan ekonomi kecil personel di bidang usaha, 

terutama kegiatan usaha kecil, yang perlu dilindungi untuk mencegah persaingan 

usaha yang tidak sehat (Darsin dan Tutik Khotimah). : 2016) 

2.2.2.  Peran dan Kontribusi UMKM Dalam”Perekonomian” 

Dari status UKM di dunia usaha saat ini, kita bisa melihat perannya dalam 

perekonomian Indonesia. Urata membagi UMKM menjadi peserta utama dalam 

kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja terbesar, peserta 

penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi daerah dan pemberdayaan 

masyarakat, serta pencipta pasar baru dan inovasi (Dharma T. Ediraras: 2018). 

DiIndonesia UKM, memililiki peran yang sangat penting msyarakat menyadari 

daya tahan UKM terhadap krisis ekonomi tahun 1998 misalnya. Hal ini terjadi kerena 

sifat UKM yang sangat fleksibel dibandingkan dengan perusahaan besar. (Berry 

Tambunan :2009) menyebut UKM mampu menghadapi turbolensi ekonomi makro 

maupun perubahan kondisi ekonomi dengan baik. Lebih jauh,studi yang dilakukan 

(Urata:2000) Menjelaskan peran-peran penting UKM di Indonesia. Beberapa 

perannya yaitu : 

1. Penyedia kesempatan kerja 

2. Berperan penting dalam pembangunan ekonomi lokal dan pengembangan 

masyarakat 

3. Menciptakan dan berinovasi pasar melalui fleksibilitas dan kepekaan dan 

hubungan dinamis antara aktivitas perusahaan. 
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4. Meningkatkan ekspor nonmigas. 

Berbagai peran UKM tersebut tentu saja tidak terpisah satu sama lain lainnya, 

akan tetap saling terkait,sebagai contohnya, perah UKM dalam penyerapan tenaga 

kerja tentu saja tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi lokal.begitu juga 

UKM yang mampu melakukan ekspor, tentu saja  pelaku UKM tersebut akan 

memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal secara tidak langsung (Dyah 

Ratih Sulistyastuti Dkk: 2015) 

2.2.3. Permasalahan yang dihadapi UKM 

Permasalahan yang dihadapi oleh UKM antara lain meliputi: 

a) Faktor Internal: 

1. Kekurangan dana merupakan faktor utama yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan dunia usaha. Usaha kecil dan menengah kekurangan 

dana, karena secara umum usaha kecil dan menengah adalah 

perusahaan swasta atau perusahaan tertutup. 

2. Sumber daya manusia terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia 

usaha kecil baik pendidikan formal maupun pengetahuan dan 

keterampilan sangat mempengaruhi pengelolaan usahanya sehingga 

sulit untuk mengoptimalkan pengembangan usaha. 

3. Jaringan bisnis yang lemah dan kemampuan penetrasi bisnis kecil. 

Jaringan komersial sangat terbatas dan daya penetrasi sangat rendah, 

sehingga jumlah produk yang dihasilkan sangat terbatas dan kualitas 

persaingan rendah. 

b) Faktor Eksternal: 
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1. Lingkungan usaha belum sepenuhnya kondusif bagi kebijakan 

pemerintah dalam mengembangkan UKM. Hal itu terlihat dari 

persaingan yang tidak sehat antara pengusaha kecil dan pengusaha 

besar. 

2. Fasilitas dan infrastruktur komersial terbatas. Minimnya informasi 

terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan 

mereka harus berkembang pesat, dan infrastruktur yang tidak 

mendukung perkembangan usaha. 

3. Akses pasar terbatas. Akses pasar akan menyebabkan produk akhir 

tidak dapat dijual secara kompetitif di pasar domestik dan 

internasional. 

4. Akses informasi dibatasi. Selain mendapatkan dana, usaha kecil, 

menengah, dan mikro juga mengalami kesulitan dalam memperoleh 

informasi. Minimnya informasi pada UMKM sedikit banyak akan 

mempengaruhi kualitas produk atau layanan dari bagian bisnis 

UMKM dan produk lainnya. Akibatnya produk dan jasa tidak dapat 

digunakan karena UMKM tidak dapat memasuki pasar ekspor. Namun 

di sisi lain, beberapa produk atau jasa juga dapat bersaing di pasar 

internasional, karena tidak memiliki jalan atau saluran untuk masuk ke 

pasar dan hanya dapat beredar di pasar domestik. 

2.2.4. Solusi dalam mengatasi Permasalahan UKM 

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi UMKM dan langkah-langkah 

yang telah dilakukan selama ini, maka langkah-langkah yang harus diambil adalah: 



 

17 

 

1. Ciptakan Suasana Bisnis Yang Menyenangkan. Pemerintah perlu bekerja 

keras untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, termasuk mengupayakan 

perdamaian dan keamanan komersial, dan menyederhanakan izin usaha, 

keringanan pajak, dan prosedur lainnya. 

2. Bantuan Keuangan. Pemerintah perlu melakukan ekspansi melalui skema 

kredit khusus yang tidak membebani usaha formal kecil, menengah dan mikro 

untuk menambah modalnya melalui sektor jasa keuangan formal, sektor jasa 

keuangan informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. 

3. Perlindungan Komersial. Jenis usaha tertentu, terutama yang secara 

tradisional lemah secara ekonomi, harus mendapatkan keuntungan bersama 

(win-win solution) melalui undang-undang atau peraturan pemerintah agar 

dapat dilindungi oleh pemerintah. 

4. Pengembangan Kemitraan. Penting untuk membangun kemitraan untuk 

membantu satu sama lain antara usaha kecil dan menengah, atau antara usaha 

kecil dan menengah dengan pengusaha besar dalam dan luar negeri, untuk 

menghindari monopoli komersial. Selain itu, juga bertujuan untuk 

memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efektif. 

5. Pelatihan. Pemerintah perlu memperkuat pembinaan UKM dalam hal 

pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, manajemen, administrasi dan 

pengembangan usaha. Selain itu, harus ada peluang untuk menerapkan hasil 

pelatihan lapangan ke praktik teoritis melalui pengembangan kemitraan 

percontohan. 

6. Mendirikan Badan Khusus. Perlu dibentuk organisasi yang secara khusus 

bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan 
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dengan pengembangan UMKM dan juga harus mencari solusi untuk 

mengatasi masalah internal dan eksternal yang dihadapi UMKM. 

7. Pembangunan Sarana Dan Prasarana. Perlu adanya alokasi lokasi usaha 

kepada UMKM di lokasi-lokasi yang strategis sehingga dapat meningkatkan 

potensi pengembangan UMKM tersebut.. 

 

 

2.2.5. Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM 

Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Republik 

Indonesia, pengembangan UMKM merupakan upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan 

pengembangan usaha mikro, kecil dan kecil. usaha menengah dengan memberikan 

pembinaan dan penguatan sarana Kemampuan menumbuhkan dan meningkatkan 

kapabilitasnya, daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. 

Jika memperhatikan kondisi perkonomian Indonesia saat ini, peluang untuk 

berusaha pada dasarnya masih sangat terbuka, terutama untuk usaha kecil dan dan 

menengah. Kelompok usaha ini merupakan unit usaha yang paling memungkinkan 

untuk di tekuni oleh masyarakat khususnya di pedesaan. Berbagai keunggulan 

strategisnya antanaya adalah cukup mudah untuk dilakukan, peluangnya yang masih 

terbuka, tidak memerlukan modal besar untuk memulainnya.  

Namun semua itu akan dapat di laksanakan dengan baik dan sesuai harapan 

kalau situasi dan lingkungan untuk berusaha mendukung. Keadaan demikian tidak 

lain sebagai akibat adanya berbagai kendala dan keterbatasan-keterbatasan yang 

melekat pada masyarakat umumnya, baik dari segi kemampuan sumber daya manusia 
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, permodalan, ,manejemen, fasilitas dan kepemilikan dan kepemilikan asset dan lain-

lainnya. 

Untuk itu dalam rangka mengeliminir berbagai kendala tersebut dan untuk 

mewujudkan iklim usaha yang kondusif  bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM) , 

perlu usaha yang simultan dan kompherensif dari pemerintah yang antara lain dapat 

dilakukan dengan cara (Basri,2002) ; 

a) Memusatkan investasi di bidang pengembangan sumber daya manusia. 

b) Reformasi struktur ekonomi monopoli dan anti persaingan secara menyeluruh 

untuk menciptakan lapangan bermain yang setara bagi usaha kecil. 

c) Meningkatkan peluang bagi kelompok usaha kecil untuk memperoleh 

berbagai sumber daya ekonomi khususnya permodalan tanah dan informasi 

dan teknologi. 

d) Mengubah mekanisme insentif bagi birokrasi lokal dengan memberikan 

layanan perizinan gratis. 

e) Menghapuskan berbagai pajak atas usaha kecil. 

f) Mendorong lembaga perbankan untuk menggunakan model perencanaan 

pembiayaan untuk kegiatan komersial. 

g) Mendorong kemungkinan mendirikan lembaga penjaminan kredit untuk 

pinjaman bank bagi usaha kecil. 

2.2.6. Definisi Pemberdayaan UMKM 

Menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Republik 

Indonesia, pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan hasil upaya bersama 

pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mencapai sinergi 
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dalam Bentuk iklim mikro dan pengembangan usaha Usaha Kecil (UMKM) sehingga 

dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang sulit dan mandiri. 

Memberdayakan UMKM dalam menghadapi globalisasi dan persaingan yang 

ketat berarti UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti peningkatan 

inovasi produk dan layanan, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, 

serta perluasan cakupan pemasaran. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai 

jual UMKM itu sendiri, terlebih mengingat UMKM merupakan sektor ekonomi yang 

mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, serta mampu bersaing dengan 

produk luar negeri yang semakin membanjiri sentra industri dan manufaktur 

Indonesia. Sudaryanto, 2011). 

2.2.7. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM 

a) Prinsip Pemberdayaan UMKM 

Menurut Undang-Undang Undanga Republik Indonesia Pasal 20, Pasal 8 

Tahun 2008, prinsip-prinsip yang memberdayakan UMKM meliputi: 

1. Mengembangkan kemandirian, kekompakan dan kewirausahaan usaha 

mikro, kecil dan menengah untuk berinisiatif bekerja. 

2. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan adil. 

3. Sesuai dengan potensi wilayah dan positioning pasar, sesuai dengan 

kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengembangkan 

usaha. 

4. Keseluruhan perencanaan, implementasi dan pengendalian. 

b) Tujuan Pemberdayaan UMKM 

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Republik 

Indonesia, prinsip-prinsip yang memberdayakan UMKM meliputi: 
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1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, maju dan 

berkeadilan. 

2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan usaha kecil dan menengah 

untuk menjadikan mereka perusahaan yang kuat dan mandiri. 

3. Meningkatkan peran usaha mikro dan kecil dan menengah dalam 

pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan 

pendapatan secara adil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan 

mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. 

2.3  KONSEP STRATEGI 

2.3.1 Definisi Strategi 

Strategi sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan guna mencapai 

tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan harus mampu menghadapi 

segala permasalahan atau hambatan dari dalam maupun luar perusahaan. 

Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan, dalam proses perkembangannya 

konsep strategi harus terus dikembangkan, setiap orang memiliki pandangan atau 

definisi strategi yang berbeda. Strategi di bidang bisnis atau bisnis perlu untuk 

mewujudkan visi dan misi perusahaan, serta tujuan untuk mewujudkan tujuan jangka 

pendek atau jangka panjang. 

Me Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan 

jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi georafis, 

diversifikasi, akusisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, 

likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang 

membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam 

jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan 
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oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di 

tetapkan.   

Menurut Tjiptono dalam Andi (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani 

yaitu strategia yang artinya seni atau ilmu untuk  menjadi  seorang jendral.  Strategi 

juga  bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer 

pada daerah – daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Menurut 

Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), Strategi adalah rencana berskala besar, 

dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan  untuk 

mencapai tujuan Perusahaan dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa 

pengertian dari Strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai 

tujuan yang telah di tetapkan, dengan melalukan hal-hal yang besifat terus menerus 

sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan. 

Dari definisi strategi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi 

adalah suatu tindakan yang diambil dari beberapa pilihan, kemudian perusahaan atau 

organisasi secara terus menerus memutuskan pilihan tersebut untuk mencapai tujuan 

perusahaan atau organisasi tersebut. 

2.3.2 Perencanaan Strategis 

Rencana strategis adalah proses menganalisis, merumuskan, dan 

mengevaluasi strategi yang digunakan manajer untuk mengatasi ancaman eksternal 

dan memanfaatkan peluang yang ada. Tujuan utama dari renstra adalah agar 

organisasi dapat secara obyektif melihat kondisi internal dan eksternal sehingga 

organisasi dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, 

perencanaan strategis sangat penting untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan 
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memiliki produk yang memenuhi kebutuhan konsumen dengan dukungan terbaik dari 

sumber daya yang ada.. 

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang 

berorientasi pada hasil, yang harus diselesaikan dalam waktu 1 sampai 5 tahun terkait 

dengan tanggung jawab dan fungsi perangkat daerah, dan pengembangan lingkungan 

strategis harus dipertimbangkan. Rencana strategis dapat dilihat sebagai keseluruhan 

rencana atau peta jalan, yang menjelaskan bagaimana mengimplementasikan strategi 

yang dipilih untuk mencapai tujuan. Instrumen Renstra Daerah disusun sesuai dengan 

tanggung jawab dan fungsinya untuk mencapai tujuan jangka menengah perangkat 

daerah, yang sejalan dengan strategi dan kebijakan daerah yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Olsen dan Eadie (dalam Bryson, 2007:5) menyatakan: “Perencanaan strategis 

sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting 

yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), 

apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau 

entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu. 

Maksud dari definisi tersebut adalah seorang pimpinan puncak perlu 

menetapkan Langkah-langkah atau strategi apa yang akan diambil untuk melakukan 

tindakan penting dalam organisasi dengan mengadakan analisis terhadap  factor-

faktor internal dan eksternalnya terlebih dahulu. 

Dalam proses penyusunan strategi tidak hanya memberikan sebuah 

pemahaman yang realistis tentang jalannya suatu proses serta menerangkan mengapa 

dan bagaimana sebuah strategi direalisasikan, tetapi juga Menyediakan strategi-
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strategi dengan memperkirakan alternatif pilihan yang nantinya akan memberikan 

hasil yang berbeda dan lebih baik. 

Bryson (2007:12.13), perencanaan strategis memiliki beberapa manfaat, 

yaitu : Berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif. 

a. Memperjelas arah masa depan. 

b. Menciptakan prioritas 

c. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan. 

d. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan. 

e. Menggunakan kekuasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada 

di bawah kontrol organisasi. 

f. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi. 

g. Memecahkan masalah utama organisasi. 

h. Memperbaiki kinerja organisasi. 

i. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif. 

j. Membangun kerja kelompok dan keahlian. 

Selain itu, Bryson (2007: 55) menjelaskan bahwa terdapat delapan langkah 

dalam perencanaan strategis yang dapat membantu organisasi berpikir secara 

strategis dan mengambil tindakan. Langkah-langkah tersebut adalah: 

a. Memulai dan menyetujui proses perencanaan strategis. 

b. Tentukan tugas organisasi. 

c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. 

d. Menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman. 

e. Menilai lingkungan internal: keuntungan dan kerugian. 

f. F. Identifikasi masalah strategis yang dihadapi organisasi. 
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Langkah pertama adalah memulai dan menyepakati proses perencanaan 

strategis. Tujuan dari proses perencanaan strategis awal adalah untuk 

menegosiasikan kesepakatan dengan pengambil keputusan internal dan eksternal 

utama. Dorongan dan komitmen awal ini sangat penting bagi perencana strategis 

yang berhasil. Langkah kedua adalah menentukan tugas organisasi. Amanat 

merupakan pekerjaan yang perlu diselesaikan, lebih menitikberatkan pada fungsi / 

tanggung jawab dan kewajiban organisasi.Oleh karena itu tujuan langkah kedua 

adalah untuk memahami dan memperjelas arti dan sifat amanah yang diemban 

oleh organisasi, baik formal maupun informal. 

Langkah ketiga adalah memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Misi 

memungkinkan Anda untuk memahami tujuan organisasi atau mengapa organisasi 

melakukan dan apa yang dilakukannya. Langkah keempat adalah menilai 

lingkungan eksternal untuk menentukan peluang dan ancaman yang dihadapi 

organisasi. Peluang dan ancaman dapat diidentifikasi dengan memantau berbagai 

kekuatan dan tren politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Langkah kelima adalah 

mengevaluasi lingkungan internal. Langkah ini dapat dilakukan dengan memantau 

status sumber daya yang dimiliki (input), strategi yang sedang digunakan (proses), 

dan kinerja pedal (keluaran). 

Langkah keenam adalah menentukan masalah strategis yang dihadapi 

organisasi. Pernyataan tentang masalah strategis harus mencakup tiga elemen, 

yaitu metode pengungkapan yang sesingkat mungkin, mencantumkan faktor-

faktor yang menyebabkan masalah strategis, dan menentukan konsekuensi dari 

kegagalan menyelesaikan masalah strategis tersebut. Langkah ketujuh adalah 
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mengembangkan strategi untuk memecahkan masalah. Strategi desain dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah strategis langsung. Strategi yang efektif harus 

memenuhi syarat-syarat berikut: layak secara teknis, dapat diterima secara politik, 

dan strategi tersebut harus berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan. 

Langkah kedelapan adalah menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa 

depan. Pada langkah terakhir dari proses perencanaan strategis ini, organisasi akan 

menjelaskan bagaimana organisasi berhasil menerapkan strateginya dan 

menyadari potensi penuhnya. 

 Selain itu, dengan mengadopsi konsep perencanaan strategis yang 

dikemukakan oleh Bryson, penulis merangkum langkah-langkah dalam 

perencanaan strategis, antara lain: 

1. Identifikasi Visi, Misi, dan Mandat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB 

Identifikasi visi, misi, dan mandat diperlukan untuk mengetahui alasan 

kehadiran suatu organisasi dan tujuan apa yang ingin diwujudkan dengan 

membentuk organisasi tersebut. Tujuan identifikasi mandat adalah untuk 

mengenali dan memperjelas tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh 

Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram. Visi organisasi adalah gambaran 

tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang dan menjadi arah atau 

pegangan bagi Dinas Koperasi dan UKM dalam mewujudkan cita-cita yang 

selaras dan berkesinambungan, sedangkan misi organisasi adalah tujuan yang 

unik yang dapat membedakannya dengan organisasi lain yang sejenis dengan 

mengidentifikasikan cakupan operasinya. Jika mandat merupakan apa yang 
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boleh dan tidak boleh dilakukan, maka misi adalah mengapa organisasi 

melakukan apa yang dilakukan. 

1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal 

a. Faktor Lingkungan Internal 

Lingkungan internal merupakan situasi dan kondisi dalam 

organisasi yang saling mempengaruhi serta terkait dengan misi, mandat, 

tugas, dan fungsi organisasi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. Sedangkan analisis terhadap lingkungan internal Dinas 

Koperasi dan UKM Provinsi bertujuan untuk mengidentifikasikan 

kekuatan dan kelemahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, yang 

merupakan aspek-aspek yang membantu maupun yang merintangi 

pencapaian misi dan pemenuhan mandat. 

b. Faktor Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal adalah lingkungan di luar organisasi yang 

tidak berada di bawah kendali organisasi tetapi yang mempengaruhi 

organisasi. Lingkungan eksternal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB 

sangat luas dan kompleks serta selalu berubah. Baik terencana, terencana, 

atau tidak, perubahan ini akan terjadi dengan cepat, dan perubahan ini 

pasti akan terjadi. Agar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB tidak 

mengalami kemunduran, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB harus 

mampu beradaptasi dan merespon perubahan lingkungan eksternal. 

Lingkungan eksternal organisasi dapat menciptakan peluang dan ancaman 

bagi koperasi dan kantor UKM. 



  
 

 

 

 

36 
 

 

2.4  KONSEP PEMBERDAYAAN 

2.4.1 Definisi Pemberdayaan 

Secara etimologis, authorization adalah terjemahan dari kata authorization, 

yang berasal dari kata authorization, dan mengandung dua arti: (i) empowerment 

(memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan kekuasaan 

kepada pihak lain). (Ii) Memberdayakan, mengaktifkan (mencoba 

memberdayakan). Judistira K Garna (2000: 3) mengemukakan penggunaan istilah 

“empowerment and empowerment”. Empowerment and empowerment memiliki 

dua arti dalam bahasa Inggris. Arti pertama adalah ... to empower atau empower; 

Is ... empowering. Atau aktifkan. Definisi pertama diartikan sebagai pemberian 

kekuasaan, penyerahan kekuasaan, atau pendelegasian wewenang kepada pihak 

lain, sedangkan pengertian kedua adalah upaya memberikan kemampuan atau 

otorisasi. 

Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep 

mengenai kekuasaan. Kekuasaaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita 

untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari 

keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa 

kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan 

bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. 

Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak 

vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar 

manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan 

hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, 
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pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang 

bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan 

sangat tergantung pada dua hal: 

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, 

pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. 

2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada 

pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis. 

Upaya penguatan kekuasaan dapat dilihat dari tiga aspek: Pertama, 

menciptakan lingkungan yang dapat mengembangkan potensi masyarakat. Kedua, 

untuk meningkatkan potensi atau sumber daya ekonomi masyarakat, tugas 

pokoknya adalah meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan, dan akses ke 

sumber daya seperti permodalan, teknologi, lapangan kerja dan pasar 

pembangunan ekonomi. Ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan 

ekonomi rakyat berarti mencegah dan melindungi masyarakat dari perbedaan 

ekonomi, serta membangun solidaritas dan kemitraan antara negara maju dan 

negara terbelakang. 

Sementara itu, Totok dan Poerwoko (2013: 14) mendefinisikan pemberdayaan 

sebagai suatu proses, yaitu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki 

dan / atau mengoptimalkan kelompok yang kurang beruntung secara sosial 

(termasuk masyarakat miskin). Individu) otorisasi (dalam hal kompetensi) dan / 

atau keunggulan kompetitif). Sebagai suatu proses, pemberdayaan mengacu pada 

kemampuan untuk berpartisipasi dalam memperoleh peluang dan / atau akses ke 

sumber daya dan layanan (dalam arti luas, termasuk individu, kelompok, dan 
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komunitas) yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan 

pemahaman ini, otorisasi dapat didefinisikan sebagai proses yang direncanakan 

untuk memperluas / meningkatkan utilitas objek yang diotorisasi. 

Jika didasarkan pada kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1995 tentang Usaha Kecil maka pengertian pemberdayaan adalah upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperluas 

suasana usaha serta memajukan dan mengembangkan usaha kecil. Perusahaan 

dapat tumbuh dan berkembang, menjadi perusahaan yang tangguh dan mandiri. 

Suasana usaha seperti ini merupakan kondisi yang diupayakan oleh pemerintah 

dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan di semua aspek kehidupan 

ekonomi, sehingga usaha kecil dapat memperoleh jaminan seluas-luasnya, 

kesempatan yang sama dan dukungan usaha yang memungkinkan mereka untuk 

berkembang menjadi suatu negara. bisnis yang kuat dan mandiri. Sedangkan 

pembinaan dan pengembangan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, 

dunia usaha, dan masyarakat dengan memberikan pembinaan dan penguatan 

pendampingan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil 

agar menjadi usaha yang berdaya dan mandiri. 

Menurut konsep Pranaka dan Priyono (1996), konsep pemberdayaan 

masyarakat dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap partisipasi, dan 

tahap pembebasan. Pada tahap awal, semua proses pemberdayaan bersumber dari 

pemerintah, diprakarsai oleh pemerintah, dan menghadapi masyarakat. Pada tahap 

ini masyarakat masih pasif, melaksanakan rencana pemerintah dan masih 

mengandalkan pemerintah. Pada tahap partisipasi, proses pemberdayaan berasal 
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dari pemerintah dan masyarakat, dan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, 

dan bertujuan untuk mengabdi kepada masyarakat. Pada tahap ini masyarakat 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan untuk kemandirian. Kemudian 

pada fase pembebasan, proses pemberdayaan berasal dari komunitas, komunitas, 

dan komunitas yang didukung oleh pemerintah. Pada tahap ini masyarakat telah 

menemukan kekuatannya sendiri, dapat menggunakan kekuatannya sendiri, 

sehingga dapat mencapai pembaharuan realisasi diri. 

2.4.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat 

Biasanya ada empat prinsip untuk keberhasilan pelaksanaan program 

pemberdayaan, yaitu kesetaraan, partisipasi, kemandirian atau kemandirian dan 

keberlanjutan. Detailnya adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip Kesetaraan 

Prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam proses pemberdayaan 

masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesamaan status antara masyarakat 

dengan lembaga yang melaksanakan rencana pemberdayaan masyarakat (tanpa 

memandang gender). 

Dengan membangun mekanisme untuk saling berbagi pengetahuan, 

pengalaman dan keahlian, hubungan dinamis yang dibangun adalah hubungan 

yang setara. Masing-masing saling mengenal kelebihan dan kekurangan, sehingga 

terjadilah proses saling belajar. 
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2. Prinsip Partisipasi 

Rencana pemberdayaan yang dapat menginspirasi kemandirian masyarakat 

adalah rencana yang melibatkan partisipasi masyarakat, perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Namun untuk mencapai level ini 

membutuhkan waktu dan proses pembinaan, dan proses partisipasi membutuhkan 

koordinator yang memiliki komitmen tinggi dalam pemberdayaan masyarakat. 

3. Keswadayaan atau kemandirian 

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan 

masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang 

miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan 

sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka 

memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang 

kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga 

kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama 

dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses 

pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang 

sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat 

keswadayaannya. 

4. Berkenlanjutan 

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun 

pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. 

Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan 
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akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya 

sendiri. 

2.5 TEORI EFEKTIFITAS 

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan 

atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, 

kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan 

derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan 

dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap 

kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang 

telah ditentukan. 

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi 

mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator 

efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari 

keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar 

kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang 

ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. 

Menurut Mahmudi (2010: 143) efektivitas merupakan hubungan antara 

keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila 

proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut 

Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan 

target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran 

keberhasilan dalam melakukan pemungutan. 
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Steers (dalam Sutomo, 2010:59) mengatakan bahwa yang terbaik dalam 

memeliti efektivitas adalah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang 

saling berkaitan,yaitu: optimalisasi tujuan-tujuan, perspektif sistem dan tekanan 

pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Cara seperti ini disebut 

ancangan saja, misalnya hanya dari segi tujuan. Ancangan optimalisasi tujuan 

tujuan memungkinkan dikenali bermacam-macam tujuan,meski tampaknya sering 

saling bertentangan. Kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai 

menurut seberapa jauh susunan organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang 

layak dicapai yang satu sama lain saling berkaitan. Penilaian terhadap efektivitas 

berupa pernyataan berdasarkan fakta tentang seberapa banyak tujuan program 

dapat dicapai, seberapa besar komponen-komponen program telah berfungsi 

dalam pencapaian tujuan. Berbicara tentang efektivitas program maka 

persoalannya menjadi tumbuh kompleks apalagi diingat bahwa sumber masalah 

yang hendak dipecahkan tak hanya berasal dari kondisi individu sebagai 

penyandang masalah, melainkan juga dapat berasal dari level sistem. Program 

atau usaha dikatakan efektif apabila suatu usaha mencapai tujuan yang 

diharapkan. Efektivitas mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, 

tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Pengertian yang memadai 

mengenai tujuan efektivitas ataupun sasaran merupakan langkah pertama dalam 

pembahasan efektivitas, dimana hal ini sering kali berhubungan dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 
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2.5.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas 

Menurut metode efektivitas organisasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut: 

a. Adanya tujuan yang jelas. 

b. Struktur organisasi, 

c. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat, 

d. Adanya sistem nilai yang dianut. 

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya 

tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarahan dengan cara 

menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan 

diwujudkan oleh organisasi. Struktur dapat mempengaruhi efektifitas dikarenakan 

struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang 

kaya akan fungsi dan sederhana. Selanjutnya, tanpa ada dukungan dan partisipasi 

serta sistem nilai yang ada maka akan sulit untuk mewujudkan organisasi yang 

efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian 

yang seriuas apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas. Richard M Steers 

(1985:209) menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu : 

a. Karakteristik Organisasi 

b. Karakteristik Pekerja 

c. Prestasi Kerja 

d. Karakteristik Lingkungan 

e. Kebisakan dan Praktek Manajeme 
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2.5.2 Pengukuran Efektivitas 

 

 Efektifitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi 

tercapai tidaknya indikator yang telah ditetapkan yaitu tepat jumlah, waktu, 

sasaran, harga, administrasi dan kualitas. Jika kegiatan mendekati indikator 

berarmakin tinggi efektifitasnya. Untuk peningkatan efektifitas ditingkat RTS 

pemerintah menerapkan sistem manajemen yang baik, manajemen waktu dan 

pengelolaan.  Adapun kriteria dalam mnegukur Efektivitas suatu program ddapat 

dilihat dengan menggunakan Variabel-variabel menurut Budiani (2007:53)   

mengemukakan empat kriteria, yaitu sebagai berikut : 

1. Ketepatan Sasaran program  

2. Sosialisasi Program 

3. Tujuan Program 

4. Pemantauan Program 

2.6 PANDEMI COVID-19 TERHADAP UMKM 

UMKM merupakan industri yang paling terdampak wabah Virus Corona 

(Covid-19). Menurut informasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah, setidaknya 949 koperasi peserta dan laporan UMKM telah terdampak 

wabah virus corona. 

Selain itu, terdapat puluhan juta unit usaha di industri mikro, jika tidak 

ditangani tentu akan menjadi masalah besar. Pelaku usaha UMKM akan 

mengeluhkan beberapa hal akibat virus corona, seperti Virus Corona untuk Usaha 
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Kecil dan Menengah UMKM): Selain itu, terdapat puluhan juta unit usaha di 

industri mikro, jika tidak ditangani tentu akan menjadi masalah besar.Pelaku 

usaha UMKM akan mengeluhkan beberapa hal akibat virus corona, seperti Virus 

Corona untuk Usaha Kecil dan Menengah UMKM) : 

1. Penurunan penjualan 

2. Kesulitan mendapatkan bahan baku 

3. Distribusi yang terganggu 

4. Mengalami kesulitan keuangan 

5. Penundaan produksi 

Berdasarkan keluhan diatas dapat disimpulakan bahwa wabah Covid-19 

memang sangat berdampak terhadap bisnis UMKM  para pemilik UMKM pun 

harus siap sedia dalam mengantisipasinya. Adapun beberapa cara 

mengantisipasinya ialah : 

1. Saat terjadi pandemi, pertahankan volume penjualan dengan meningkatkan 

volume penjualan online masing-masing produk UMKM dan menawarkan 

harga terbaik atau hanya menawarkan diskon besar agar masyarakat dapat 

menyediakan produk atau jasa yang akan dijual. 

2. UMKM dapat mencari bahan produksi dari bahan baku lokal, meskipun 

kualitasnya berbeda. 

3. UMKM dapat mengetahui stimulus apa saja yang dikeluarkan selama 

pandemi korona untuk membantu perusahaan terus berkembang, termasuk 

mendapatkan bantuan finansial. 
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4. Apabila pendistribusian ke konsumen terlambat maka peserta UMKM 

dapat melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen agar 

ekspektasi kedatangan barang sesuai dengan harapannya. 

 

2.6.1 Upaya Pengembangan UMKM 

Mengembangkan UMKM dengan fokus pada peningkatan kualitas pelaku 

usaha saat terjadi pandemi. 

1. Membangun komunitas digital peserta UMKM 

Saat ini, internet dapat dengan mudah digunakan sebagai media komunitas 

berbasis teknologi. Obrolan seperti whatsaap line telegram dapat digunakan 

sebagai sarana informasi. 

2. Menyediakan program radio dan televisi tentang UMKM 

Bekerja sama dengan lembaga penyiaran TV lokal, nasional dan swasta untuk 

menyiarkan program UMKM. 

3. Pengembangan integritas UKM 

  Mendorong tata kelola yang baik dan penggunaan teknologi untuk 

mengelola usahanya guna membina usaha kecil menengah yang belum memiliki 

tata kelola dan penguasaan teknis yang baik. Bagi UMKM yang menggandeng 

Pembina, pemerintah dapat memberikan reward untuk mendorong peningkatan 

kualitas pelaku usaha dari UMKM hingga UMKM. 

4. Mendorong UKM untuk beralih ke digital 
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Untuk lebih memperkuat pelatihan berbasis teknologi bagi para pelaku 

UKM teknologi, agar penggunaan platform digital, pasar dan software aplikasi 

oleh peserta UKM terus meningkat. 

5. Mengizinkan produk UKM berpartisipasi dalam kegiatan skala lokal, nasional 

dan internasional. 

Pemerintah dapat mempromosikan atau bahkan mewajibkan penggunaan 

produk UKM dalam berbagai kegiatan, seminar, lomba, pelatihan, dll, terutama 

produk yang menjadi program dan kegiatan pemerintah. 

6. Mengoptimalkan media sosial dan pekerja digital untuk mempromosikan UKM. 

Seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet, media sosial terus 

menjadi media terpopuler di dunia maya. Bahkan jika persentase penggunaan 

Internet untuk tujuan media sosial di negara tersebut mencapai 87,13%, namun 

tetap menempati urutan kedua setelah posisi chatting. 

2.7   LANDASAN HUKUM 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki landasan hukum 

berupa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan berdasarkan dari TUPOKSI 

masing-masing dan PP RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha,Kecil, dan Menengah. Koperasi 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

dengan dasar hukum pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang 
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menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan asas kekeluargaan. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdiri atas 11 bab dan 44 pasal yang 

membahas antara lain tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, prinsip dan 

tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, 

pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi dan pengendalian 

pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sanksi administratif dan 

ketentuan pidana, ketentuan penutup. 

 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 43 tahun 2020 tentang 

pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) melalui bela Dan 

Beli Produk Lokal menyatakan bahwa : 

a. bahwa untuk menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal daerah yang 

diwujudkan dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta 

menggunakan produk lokal daerah;  

b. bahwa Usaha Kecil di Provinsi Nusa Tengara Baratbelum memiliki 

kapasitas berproduksi dan daya saing pasar yang memadai sehingga perlu 

dilindungi mulai dari bahan baku, produksi sampai dengan pemasaran 

serta hak kekayaan intelektualnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

dan hurufb,perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Bela dan Beli Produk Lokal. 
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2.8  KERANGKA BERFIKIR 

Pembinaan dan pengembangan  Serta pemberdayaaan Usaha  Kecil dan 

Menengah merupakan langkah yang Strategis untuk dikembangkan demi 

memperkokoh struktur perekonomian  nasional dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

Mengingat pengaruh Global pada Virus Corona yang saat ini masih menjadi 

masalah terutama di setor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat 

berdampak pada bidang Permodalan,Produksi Pemasaran. pemerintah Nusa 

Tenggara Barat  dan Dinas Koperasi dan UKM telah merancang beberapa 

Strategis untuk memberdayakan UMKM yang terdampak Pandemi covid-19 

dengan efektif Adapun beberapa strategis yang di terapkan oleh Dinas koperasi 

UKM Provinsi NTB 

Saat melaksanakan rencana kerja yang telah disiapkan, dipastikan terdapat 

beberapa faktor pendukung dan kendala yang menghambat keberhasilan suatu 

rencana. Faktor pendukung meliputi segala sesuatu dalam bentuk material dan non 

material, yang secara efektif dapat mendukung rencana pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Koperasi dan UKM Provinsi NTB, sehingga pada akhirnya 

memungkinkan sektor UKM yang didukung dapat beroperasi secara mandiri. 

Kerangka kerja ini dapat diperjelas dalam arsitektur berikut 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

50 
 

 

Gambar 2.1 

        Kerangka berfikir 

Gambar 0.1 Kerangka Berfikir 

 

Gambar 2.3  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian kualitatif dan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis. Kemudian, metode penelitian deskriptif adalah metode yang meneliti 

keadaan terkini dari sekelompok orang, suatu objek, sekumpulan kondisi, 

sekumpulan sistem pemikiran, atau serangkaian peristiwa. Tujuan dari studi 

deskriptif ini adalah untuk secara akurat mendeskripsikan, mendeskripsikan atau 

melukiskan fakta, karakteristik dan sistem relasional dari fenomena yang diteliti 

(Nazir (1988: 63)). 

Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif 

adalah interpretasi fakta yang benar. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

menyelidiki aktivitas dan pekerjaan manusia secara detail. Hasil penelitian 

tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk kebutuhan masa depan (job 

analysis). 
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3.2  Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

1).  Data Primer 

Data master merupakan sumber data yang memberikan data langsung 

kepada pengumpul data (Sugiyono: 2018: 104). Sumber data utama dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observer dan wawancara langsung 

dengan informan dalam hal ini partisipan adalah partisipan dalam gerakan sosial. 

Selain itu, Susanti (2020: 33) mengemukakan bahwa data mentah merupakan 

bahan pengikat, seperti hasil wawancara yang lebih memudahkan untuk 

mendeskripsikan hasil penelitian. 

2).  Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung memberikan 

data kepada pengumpul data (Sugiono, 2015). Data pembantu dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh dari catatan, pengambilan data atau dokumen dari 

objek yang akan diteliti. 

Menurut Susanti (2020: 34), data sekunder adalah data yang telah 

disediakan berupa kepustakaan dan dokumen lain yang berkaitan dengan 

pertanyaan penelitian, karena penulis menyelesaikan penelitian kepustakaan 

dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan erat dengan 

masalah. Informasi tentang gerakan sosial diperoleh dalam arsip seperti buku, 

jurnal, internet, dan sumber terkait penelitian lainnya.  
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 Dalam penyusunan makalah untuk mencapai tujuan tersebut, perlu 

diperoleh data dari berbagai sumber, yang nantinya akan disusun dan diolah untuk 

menyempurnakan analisis. Menurut Moleong (2001: 112), merekam sumber data 

melalui wawancara atau observasi merupakan hasil yang komprehensif dari 

menonton, menyimak, dan mengajukan pertanyaan. Padahal sumber data yang 

tercakup dalam penelitian ini antara lain: 

3.3.2. Sumber Data 

a. Informan 

Penyelenggara penelitian adalah obyek penelitian yang dapat memberikan 

informasi tentang fenomena / masalah dalam penelitian. Dalam penelitian 

kualitatif, informan dibagi menjadi tiga kategori yaitu informan kunci, informan 

utama, dan informan pembantu. Penyedia informasi kunci adalah penyedia 

informasi yang memiliki informasi lengkap atas pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti. Penyedia informasi kunci tidak hanya memahami situasi / 

fenomena masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memahami informasi 

tentang penyedia informasi utama. Pemilihan informan kunci tergantung pada unit 

analisis yang akan dipelajari. Misalnya pada unit organisasi, informan kunci 

adalah pimpinan organisasi (Ade Heryana, S.ST, M.KM. (2015: 4). 
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Dalam penelitian ini whistleblower muncul dalam bentuk whistleblower yaitu 

pihak-pihak yang terlibat dalam proses kegiatan pengembangan UKM yang 

dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Informannya adalah: 

1) kepala Bidang UKM Dinas Koperai dan UKM Prov NTB 

2) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kecil Menengah. 

3) Kepala Bidang Program Dinas Koprasi UKM Provinsi NTB. 

4) Pelaku UKM yang di Berdayakan Dinas Koperasi dan UKM Prov 

NTB. 

b. Wawancara dan Dokumentasi 

Menurut Dedy Mulyana (2010: 180), wawancara merupakan suatu bentuk 

komunikasi antara dua orang, melibatkan orang yang ingin memperoleh informasi 

dari orang lain berdasarkan tujuan tertentu melalui tanya jawab.Wawancara 

adalah pengumpulan data secara tatap muka, teknologi . Tatap muka (face to face) 

dan ajukan pertanyaan dan jawaban langsung antara peneliti dan narasumber. 

Dengan perkembangan teknologi, teknologi wawancara dapat dilakukan melalui 

media tertentu seperti telepon, email, WhatsApp, Skype. Tujuan dari wawancara 

adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran orang lain yaitu hal-

hal yang tidak dapat dipahami melalui observasi, serta untuk menentukan dan 

menelaah informasi yang diperoleh. 

Fakta dan data dalam jumlah besar disimpan di bahan dalam bentuk dokumen. 

Sebagian besar data yang tersedia berupa catatan, laporan, buku, surat kabar, 

agenda, artefak, foto, dll. Dalam penelitian kualitatif, literatur melengkapi 
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penggunaan metode wawancara dan observasi. Beberapa dokumen yang dapat 

digunakan untuk melengkapi data penelitian ini antara lain: 

1) Rencana strategis Kementrian Koperasi dan UKM RI 

2) Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Tahun 

2019-2023 

3) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM 

4)  Draf SK Gubernur NTB tahun 2020 tentang Bantuan bagi pelaku 

UMKM dimas Pandemi Covid-19. 

 

c. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui observasi, dengan 

catatan tentang keadaan atau tingkah laku objek yang dituju. (Nana Sudjana, 

1989: 84) Observasi adalah observasi sistematis dan pencatatan gejala yang 

dipelajari. Teknologi observasi adalah observasi dan pencatatan sistematis dari 

fenomena yang diteliti. Secara garis besar, observasi sebenarnya tidak terbatas 

pada observasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung 

(Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, 1995: 46.8). 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. 

Pemilihan lokasi tersebut karena penulis menemukan masih banyaknya usaha 

kecil dan menengah di Provinsi NTB, dan potensi pendapatannya juga besar. Ini 

dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini tentunya tidak dapat 

diintervensi oleh koperasi dan lembaga pelayanan UKM melalui strategi yang 
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Observasi 

Wawancara Sumber 

data 

sama 

telah ditetapkan untuk menghadapi perkembangan sektor UMKM ketika peneliti 

langsung masuk ke daerah atau lokasi dimana peserta UKM binaan UKM berada 

3.4 Validitas Data 

Dengan menggunakan validitas data, Anda dapat menentukan apakah data 

yang dikumpulkan valid dan tetap mengecek data. Data skewness merupakan 

rangkaian bentuk tingkat ketelitian variabel penelitian yang menghubungkan 

proses penelitian objek penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti 

(Sugiyono, 2012). Validitas data akan membuktikan apakah data yang diperoleh 

sesuai dengan data lapangan. Dalam hal ini validitas dilakukan melalui triangulasi 

data, yaitu upaya untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh 

peneliti dari berbagai sudut. 

Gambar 3.1 

TEKNIK   TRIANGULASI DATA 

 

(Sugiyono, 2012) 

 

 

 

Dokumen 
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3.5 Teknik Analisa Data 

Penggunaan model Miles dan Hubberman untuk menganalisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini disebut analisis model interaktif. Menurut H. 

Besutopo, model terdiri dari tiga komponen utama yaitu: reduksi data, penyajian 

data dan grafik kesimpulan data (Sugiyono 2010: 135). Lebih jelasnya perlu 

diuraikan tiga komponen kegiatan tersebut, yaitu: 

1) Data Reduction 

Mengurangi data berarti meringkas, memilih dan memilih konten 

utama, fokus pada konten penting, mencari tema dan pola. Oleh karena itu, 

data yang direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas dan 

memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data 

lebih lanjut bila diperlukan. (Sugiyono 2010: 135). 

2) Data Display 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan 

data tersebut. Dengan menampilkan data, data dapat diatur dan diatur 

dalam pola relasional agar mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, 

data dapat direpresentasikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, dan 

hubungan antar kategori. Dalam hal ini, Miles dan Huberman (1984) 

mengemukakan: Yang paling umum digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. 
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3) Conclusion Drawing 

Menurut Miles dan Huberman, ini adalah kesimpulan dan 

pembuktian. Kesimpulan awal masih bersifat sementara.Jika tidak 

ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data tahap 

selanjutnya, maka kesimpulan tersebut akan diubah, namun jika 

kesimpulan yang diajukan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid 

dan konsisten ketika penelitian kembali ke Adegan itu, Ini akan sementara. 

Data, kemudian kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab pertanyaan yang diajukan dari awal, tetapi mungkin juga tidak, karena 

sebagian orang berpendapat bahwa pertanyaan dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan dikembangkan di bidang 

penelitian. penelitian. . Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah penemuan 

baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penemuan dapat berupa uraian, atau 

uraian benda yang sebelumnya redup atau gelap sehingga menjadi jelas setelah 

diinspeksi, dan dapat berupa kausalitas atau interaksi. (Sugiyono 2010: 141-142). 

 


